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BAB V 

PENUTUP 

V.1. Kesimpulan 

Berdasarkan keseluruhkan pembahasan yang terdapat pada bab I sampai 

dengan bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama dalam 

penelitian hukum ini adalah mengenai tidak terdapatnya batasan ganti 

kerugian non-materi dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang dapat 

menyebabkan tidak terpenuhinya nilai keadilan Pancasila bagi masyarakat 

khususnya para pihak dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum. Salah 

satu upaya untuk menegakkan keadilan Pancasila dalam gugatan perbuatan 

melawan hukum adalah dengan menciptakan batasan ganti kerugian non-

materi. Dengan begitu, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Batasan jumlah dan ukuran pemberian ganti kerugian non-materi dalam 

gugatan perbuatan melawan hukum: 

a. hilangnya potensi kekayaan pribadi korban, ukurannya: usia korban, 

batas usia pensiun, pekerjaan korban, dan pendapatan korban; 

b. hilangnya potensi keuntungan perusahaan korban, ukurannya: laporan 

keuangan perusahaan dan perhitungan penurunan penjualan perusahaan; 

c. hilangnya potensi keuntungan suatu benda, ukurannya: keuntungan yang 

secara umum didapat dari suatu benda, nilai penyusutan dari suatu 

benda, dan jangka waktu habisnya manfaat suatu benda; 

d. timbulnya potensi biaya pengobatan dan/atau perbaikan lanjutan, 

ukurannya: biaya pengobatan korban dan/atau perbaikan suatu benda 

sampai kondisi korban pulih dan/atau kondisi benda kembali ke keadaan 

semula atau menyerupai semula; dan 

e. timbulnya kecacatan pada psikis korban, ukurannya: pendapat ahli 

mengenai dampak merugikan yang timbul dari kecacatan psikis korban. 

2. Ganti kerugian non-materi dapat dimintakan pada seluruh jenis perkara 

perbuatan melawan hukum. 



83 

3. Ganti kerugian non-materi tidak dapat dihapuskan dan tetap dapat 

dimintakan pada gugatan perbuatan melawan hukum. 

V.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai batasan ganti 

kerugian non-materi dalam gugatan perbuatan melawan hukum guna 

memenuhi nilai keadilan Pancasila, maka penulis hendak memberikan 

beberapa saran sebagai berikut. 

1. Bagi para hakim yang menangani perkara perbuatan melawan hukum, 

kiranya para hakim dapat menggunakan batasan jumlah pemberian ganti 

kerugian non-materi ketika hendak menentukan jumlah pemberian ganti 

kerugian non-materi kepada pihak penggugat yakni didasarkan pada 

kategori kerugian yang dialami korban dan ukuran yang terdapat pada tabel 

4.1. dalam semua jenis perkara perbuatan melawan hukum. 

2. Bagi masyarakat yang menjadi para pihak dalam gugatan perbuatan 

melawan hukum, kiranya hasil penelitian ini dapat dipahami dan dicermati 

agar tuntutan ganti kerugian non-materi dalam gugatan perbuatan melawan 

hukum mengacu pada batasan yang telah dijelaskan pada penelitian ini. 

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat yang menjadi para pihak dalam 

gugatan perbuatan melawan hukum harus membuktikan kerugian non-

materi yang dialami berdasarkan batasan ukuran yang terdapat dalam 

penelitian ini. 
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